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Mengingat

Memperhatikan

di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, perlu dibentuk Tim;

bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam
lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi persyaratan
untuk ditunjuk sebagai Tim Reformasi Birokrasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Reformasi
Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

Peraturan Menter: Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441};
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralkyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473];

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1119/KPTS/M/2020 tentang Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat:

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang Penetapan
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 7 /KPTS/1J/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi
di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, perlu dibentuk Tim;

b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam
lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi persyaratan
untuk ditunjuk sebagai Tim Reformasi Birokrasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Reformasi
Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1119/KPTS/M/2020 tentang Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 896/KPTS/M /2021 tentang Penetapan

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: TIM REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT.

Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi ITUEN dengan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

: Tim Reformasi Birokrasi ITJEN terdiri atas:

1. Pengarah;

2. Penanggung Jawab;

3. Narasumber/Praktisi;

4. Kelompok kerja manajemen perubahan;

5. Kelompok kerja penataan peraturan perundang-

undangan/deregulasi kebijakan;

o

Kelompok kerja penguatan dan penataan organisasi;

N

Kelompok kerja penataan tata laksana;

8. Kelompok kerja penataan sistem manajemen sumber
daya manusia;

9. Kelompok kerja penguatan akuntabilitas kinerja;
10. Kelompok kerja penguatan pengawasan; dan
11. Kelompok kerja peningkatan pelayanan publik.

Masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud
pada angka 4 sampai dengan angka 11, terdiri atas:

a. Ketua; dan
b. Anggota.

12. Tim Sekretariat
a. Ketua; dan
b. Anggota.

: Tim Reformasi Birokrasi ITJEN mempunyai tugas sebagai

berikut:
1. Pengarah

a. memberikan arahan dalam Penyusunan Rencana
Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;



b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Inspektorat Jenderal dapat memberikan dampak
pada perbaikan birokrasi di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi di Inspektorat Jenderal secara
berkala.

Penanggung jawab

Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan reformasi birokrasi di Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
berjalan sesuai Rencana Kerja yang telah disusun.

Narasumber/Praktisi

Memberikan masukan, kajian, materi/makalah sesuai
dengan keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan
reformasi  birokrasi di Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ketua Kelompok Kerja

a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di setiap
kelompok kerja;

b. merumuskan dan menyusun rencana kerja dan
rencana aksi reformasi birokrasi Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

c. melakukan pemeliharaan terhadap area-area
perubahan yang sudah maju;

d. merumuskan kebijakan dan atau prosedur untuk
memperbaiki area perubahan yang masih belum
maju;

e. mengoordinasikan pengumpulan data dukung
pada setiap kelompok kerja;

f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap seluruh kegiatan yang ada di setiap
kelompok kerja;

Anggota Kelompok Kerja

a. melaksanakan seluruh tahapan kegiatan reformasi
birokrasi;

b. membantu menyusun rencana kerja dan rencana
aksi reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal;

c. membantu menyusun kebijakan dan atau
prosedur untuk melengkapi area perubahan yang
masih belum maju;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

d. mengumpulkan dan melengkapi data dukung pada
masing-masing kelompok kerja.

e. menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara
berkala.

6. Ketua Tim Sekretariat

a. memimpin  pelaksanaan  pengadministrasian
kegiatan reformasi birokrasi;

b. memimpin koordinasi dan komunikasi dengan
semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan reformasi birokrasi;

c. melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan
kegiatan reformasi birokrasi agar berjalan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan.

d. menyusun laporan kegiatan pelaksanaan reformasi
birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

7. Anggota Tim Sekretariat

a. mencatat dan mendokumentasikan seluruh
kegiatan penyelenggaraan reformasi birokrasi;

b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan
reformasi birokrasi;

c. membantu koordinasi dan komunikasi dengan
semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan reformasi birokrasi.

d. membantu penyusunan laporan  kegiatan
pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

: Tim Reformasi Birokrasi ITJEN dapat diberikan biaya

honorarium dan/atau perjalanan dinas sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya
Masukan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat
Jenderal.

Dengan ditetapkannya Keputusan Inspektur Jenderal ini
maka Keputusan Inspektur Jenderal Nomor
9/KPTS/1J/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal;

3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Inspektorat Jenderal,

4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022
INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 3 /KPTS/1J/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

TIM REFORMASI BIROKRASI ITJEN

NO NAMA/JABATAN PENUGASAN .

1. | Inspektur Jenderal Pengarah

2. | Sekretaris Inspektorat Jenderal Penanggung Jawab

3. | Vincentius Sonny Loho, AK., M.P.M Narasumber /Praktisi

4. | Dr. Binsar H Simanjuntak Ak., MBA., CMA., CFrA Narasumber /Praktisi

S. | Ir. M. Sjukrul Amin, MM Narasumber /Praktisi
Kélompok Kerja Manajemen Perubahan

1. | Husnirokhim Nurdin Alim, S.E., M.SE., M.Sc, QIA, Ketua

CGAP

2. | Faix Hudaka, SAP, QIA, CFrA Anggota

3. | Prayudi Burhanuddin, ST, MPSDA Anggota

4. | Harindityo Bimo Susanto, SE Anggota

5. | Muhammad Baidarus, A.Md.Ak Anggota
Keloquk Kerja Penataan Perundang-Undangan

1. | Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Ketua

Komunikasi Publik

2. | Ridha Fauzy, S.H., M.H. Anggota

3. | Odelia Br Ginting, S.H. Anggota

4. | Vita Bakti Rafadilla, A.Md.Ak Anggota

5. | Febtoryan Ardama Sumarna, A.Md.Ak. Anggota
‘Kelo’mpok Kelja- Penguatan dan Penataan Organisasi

1. | Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ketua

2. | Rizki Gutama, SE Anggota

3. | Suryana Salomi Matakupan, S.ST Anggota

4. | Nopriz Guntur Pratama, A.Md.M.I.D. Anggota

5.

Ahamiah Nidaurrifa, A.Md.Ak.

Anggota




NO NAMA/JABATAN PENUGASAN
Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana
1. | Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Ketua
Lanjut Hasil Pengawasan
2. | Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom, MPA Anggota
3. | Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Anggota
4. | Ratih Tresna Dewi, SE Anggota
5. | Yuliana Pratiwi Hadjir Anggota
Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM
1. | Tetty Elinawati, SE, MA Ketua
2. | Dadi Heryana, A.Md.Ak Anggota
3. | Tias Anggoro Mulyo, S.Sos Anggota
4. | Borisma Anastasia Sinaga, S.Ak Anggota
S. | Maya Putri Dwianti Anggota
Kelomlv)okaerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1. | Kepala Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan Ketua
2. | Verdy Ferdian, SE Anggota
3. | Elita Marsanti, S.A Anggota
4. | Fitto Mustika Deny, S.E Anggota
5. | Putu Ivan Putra Prakesa, A.Md.Ak Anggota
Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan
1. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat VI Ketua
2. | Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI Anggota
3. | Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak Anggota
4. | Rinaldi, SE Anggota
5. | Widia Septiana, SE Anggota
kelompok Kerja Peningkatan Pelayanan Publik
1. | Lady Mariska, SE, MA Ketua
2. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat IV Anggota
3. | Nabila Anita Sari, A. Md Anggota
4. | Nirwan Farisan, S.IP Anggota
S. | Ariyanto Anggota




NO NAMA/JABATAN PENUGASAN
Tim Sekretariat

1. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I Ketua

2. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat V Anggota

3. | Muhammad Rafi Kambara, A.Md.Ak Anggota
4. | Muhammad Surya Harris, A.Md.Ak Anggota

5. | Yohana Tri Januarumsari, A.Md.Ak. Anggota

INSPEKTUR JENDERAL,

;M’

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR } /KPTS/1J/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

1 Pengarah 750.000 OB
2 Penanggung Jawab 700.000 OB
3 Ketua 650.000 OB
4 Anggota 500.000 OB
INSPEKTUR JENDERAL,

“m,

Ir. T. Iskandar, MT
NIP. 196408161992031003



